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ABSTRAK 
 
 Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial yang merupakan tempat di mana penulis melakukan penelitian 
skripsi  ini terdapat beberapa masalah yang di keluhkan oleh masyarakat di 
antaranya, iuran wajib yang harus dibayarkan yang menambah beban masyarakat, 
persyaratan yang sangat rumit, pelayanan terhadap peserta Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial di bedakan dengan pasien yang menggunakan jalur Umum. 
Adapun permasalahan penelitian ini 1). Bagaimanakah praktik pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang program jaminan kesehatan pada 
badan penyelenggara jaminan sosial di Kabupaten Pesisir Barat ?. 2) Bagaimana 
perspektif  hukum Islam tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan pada 
tinjauan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 24 tahun 2011 
tentang program jaminan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
dan untuk memperjelas perspektif hukum Islam dalam melaksanakan  program 
Jaminan Kesehatan  Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jenis 
penelitian ini merupakan penilitian field research penelitian digunakan untuk 
mengetahui kehidupan sebenarnya. Sifat penelitian adalah Deskriptif. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode Observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Sedangkan untuk pengolahan data dilakukan dengan cara 
pemeriksaan data ulang (editing) dan systematika data yaitu menempatkan data 
menurut kerangka sistematis bahasan berdasarkan urutan masalah (sistemazing). 
Analisa  data yang digunakan adalah Kualitatif dengan berfikir Induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat di kemukakan bahwa Praktik pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang program Jaminan Kesehatan 
Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dirasakan belum efektif bagi 
masyarakat adapun faktor permasalahannya dimana setiap masyarakat di  
haruskan membayar iuran baik yang menderita sakit maupun yang tidak, yang 
mampu maupun yang tidak mampu. Tak hanya itu, pemaksaan pembayaran iuran 
yang di bebankan tersebut dapat menyebabkan beban tambahan bagi masyarakat, 
terutama warga miskin. Setiap warga Negara Indonesia dan warga asing yang 
sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan 
pekerjaannya sebagai anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sedangkan 
orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusaan wajib mendaftarkan diri dan 
anggota keluarganya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Setiap peserta 
akan ditarik Iuran yang besarnya di tentukan pemerintah. perspektif hukum Islam 
dalam mengimplementasikan  program Jaminan Kesehatan Nasional yang 
dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu, Islam adalah ajaran 
yang mengharamkan segala bentuk mudarat, termasuk mudarat dalam bentuk 
iuran paksa yang di terapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang s 
menimbulkan beban tambahan atas rakyat yang sudah menderita selama ini, 
pemaksaan tersebut tak lain adalah kewajiban peserta Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial untuk membayar sejumlah uang sebelum mendapatkan haknya 
untuk mendapatkan layanan kesehatan.  
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MOTTO 
 
                        
                           
        
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
(Q.S AL-MA’IDAH: 8) 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
 
A. Penegasan Judul 
Guna memperjelas persepsi pokok permasalahan ini untuk 
menghindari kekeliruan persepsi dan salah penafsiran dalam memahami judul 
dari proposal ini,.maka perlu penjelasan judul dengan makna maupun definisi 
yang terkandung didalam judul ini adalah “Pelaksanaan  Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Program Jaminan Kesehatan Pada  Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Hukum Islam (Studi di BPJS 
Cabang Kabupaten Pesisir Barat)”.  
Judul ini memiliki beberapa istilah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 adalah dimana 
pelaksanaan tersendiri berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan 
atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkankan Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2011 adalah Undang-Undang  yang mengatur tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi yang dimaksud dengan pelaksaan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dalam penelitian ini adalah 
serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 . 
2. Program Jaminan Sosial 
Program adalah rancangan mengenai asas-asas dengan usaha-usaha 
serta dalam ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya yang akan 
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dijalankan.  Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan 
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat kesehatan dan perlindungan 
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap 
orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 
Jadi yang dimaksud dengan program jaminan kesehatan  dalam penelitian 
ini adalah suatu rancangan perlindungan kesehatan dalam memenuhi 
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah 
membayar iuran.
1
 
3. Hukum Islam 
Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman 
manusia atas nash Al-Qur’an maupun sunnah untuk mengatur kehidupan 
manusia yang berlaku secara universal, Relevan pada zaman (waktu) dan 
tempat (ruang) manusia.
2
 Jadi yang dimaksud menurut hukum islam dalam 
penelitian ini adalah adalah  Hukum yang bersumber dari ajaran Islam atau 
aturan yang ditetapkan Allah atas hambanya, baik berkaitan hubungan 
manusia dengan Allah atau hubungannya dengan mereka sendiri 
4. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat 
BPJS adalah badan hukum yang dibentuk utuk penyelenggaraan program 
Jaminan Sosial.
3
 Jadi yang dimaksud dengan Badan Penyelenggaraan 
Jaminan Sosial dalam penelitian ini adalah merupakan lembaga yang 
                                                           
1 Tim Visi Yudistira, Memperoleh JaminanKesehatan dari BPJS (Jakarta: Transmedia 
Pustaka, 2011), h. 20 
2 Muhammad Iqbal, Hukum Islam Indonesia Modern, (Jakarta: LAPPENAS, 2014), h.20  
3 Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan 
Fakir Miskin, (Jakarta: Fokus Media,2018), h. 121 
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dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia 
menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang 
Nomor 24 Tahun 2011.  
 
5. Studi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Kabupaten Pesisir 
Barat. 
Adalah suatu kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
yang terletak di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, tempat dimana 
penulis melakukan penelitian skripsi ini. 
Berdasarkan penegasan judul di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa 
yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian bagaimana cara 
mempelajari suatu hal secara mendalam mengenai suatu perencanaan (planing) 
yang sudah dirancang oleh pemerintah secara matang, jelas dan terperinci 
mengenai suatu program pemerintah dengan tujuan memberikan kepastian 
tentang jaminan kesehatan yang berdasarkan Al-qur’an dan Sunnah Rasul 
beserta Undang-undang yang sudah berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan  Sosial. 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun yang menjadi alasan dasar  dalam memilih judul tersebut di 
atas adalah sebagai berikut :  
1. Alasan Objektif dalam penelitian ini dikarenakan: 
Permasalahan yang ada pada judul tersebut yang juga masih sangat 
hangat diperbincangkan dengan pro dan kontra pada pada masalah yang 
terdapat pada judul ini oleh warga Negara Indonesia khususnya masyarakat 
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Kabupaten pesisir Barat, oleh sebab itulah yang membuat penulis tertarik  
untuk mengangkat judul tersebut kedalam skripsi ini,dan juga sangat 
memungkinkan untuk diadakannya penelitian karena judul ini sangat 
relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni yakni berkenaan dengan hukum 
Islam khusunya dibidang siyasah. 
2. Alasan Subjektif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Lokasi penelitian yang tertelak di Kabupaten Pesisir Barat 
merupakan tempat asal dan tempat kelahiran Penulis, untuk itu penulis 
melakukan penelitian di kantor BPJS Cabang Pesisir Barat karna 
tersedianya juga literatur yang mendukung penulis dalam melakukan  
penelitian pada judul ini 
C. Latar belakang masalah 
Pada BPJS Pesisir Barat terdapat beberapa permasalahan yang dikeluhkan 
oleh masyarakat setempat, mulai  dari iuran yang bersifat wajib untuk di bayarkan,  
tentunya iuran wajib atau iuran paksa ini sangat menjadi beban bagi masyarakat 
terutama masyarakat miskin yang kurang mampu 
  Mendapat perlindungan kesehatan merupakan hak asasi bagi seluruh 
warga Negara Indonesia. Sedangkan yang dirasakan masyarakat setempat dengan 
program jaminan kesehatan pada BPJS  khususnya di Pesisir Barat untuk 
mendapatkan haknya mereka harus membayar iuran terlebih dulu belum lagi 
penanganan pihak BPJS yang lambat, dan banyaknya kendala yang dirasakan 
peserta BPJS saat akan menggunakan kartu BPJS. Kendala yang dirasakan 
masyarakat setempat yaitu persyaratan yang diberikan pihak BPJS sangat 
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merembet yang di rasa masyarakat persyaratan itu sangat mempersulit peserta atau 
pasien untuk segera mendapatkan penanganan dari pihak Rumah Sakit, bahkan 
terkadang tanpa toleransi pasien atau peserta BPJS dibiarkan terkapar menahan 
sakit sampai persyaratan yang diberikan oleh pihak BPJS  benar-benar sudah 
selesai dan terpenuhi. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. 
4
Segala 
sesuatu yang terhubung dengan pelaksanaan pemerintahan yang berkaitan dengan 
tujuan hidup masyarakat harus sesuai dengan hukum. Termasuk dalam upaya hak 
asasi manusia warga negaranya. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah 
satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa 
indonesia.
5
 
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka 
kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh 
Undang-Undang Dasar. Setiap negara mengakui  bahwa kesehatan menjadi 
modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan 
pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya 
manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.
6 
Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar 
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 
memenuhi  kebutuhan  dasar kesehatan yang diberikan  kepada setiap  orang 
                                                           
4 Pasal Satu Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Rahun 
1945 
5 Penjelasan Undangundang No 36 Tahun 2019 Tentang Kesehatan 
6 Hubaib Ali Khariza, Program Jaminan Kesehatan Nasional : Studi Deskriptif Tentang 
Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan 
Nasional Di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), h.1 
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yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. 
Diharapkan pelayanan kesehatan dapat memberikan kontribusi untuk 
meningkatkan umur harapan hidup bangsa,menurunkan kan angka kematian 
ibu melahirkan, menurunkan angka kematian bayi dan balita, menurunkan 
angka kelahiran, dan meningkatkan derajat kesehatan peserta pada umumnya. 
Semakin tinggi kesehatan masyarakat akan menunjukkan tingkat produktivitas 
dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menugaskan 
kementrian kesehatan sesuai dengan fungsinya, rakyat khusunya untuk 
memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dan miskin 
agar lebih cepat mencapai tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 
Landasan hukum program jamkesmas yang berlaku di Indonesia antara 
lain: 
a. Undang-undang Dasar Republik 1945 pasal 28 H dalam perubahan kedua 
yang berbunyi : ayat 1 : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, 
bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 
b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 22 
H, bahwa daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten dan kota mempunyai 
kewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial yang di dalamnya 
termasuk jaminan kesehatan. 
c. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial 
Nasional, khususnya pasal pasal 19 ayat (2); setiap orang berhak atas 
jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan 
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meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat indonesia yang 
sejahtera, adil dan makmur. 
d. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan 
jangka panjang nasional (RPJP) Tahun 2005-2025, yaitu menyebutkan 
bahwa salah satu dasar pembangunan kesehatan adalah pemberdayaan dan 
kemandirian. 
e. Undang-Undang nomor 1 mengenai pembendaharaan Negara, pasal 38 butir 
1 yaitu Undang-Undang APBN dasar pengeluaran negara, serta pasal 38 
butir 4 yaitu subsidi dan bantuan dibiayai APBN. 
f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan 
Pemerintah Antara pemerintah. 
g. Undang-Undang nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun 2008, pasal 1 
butir 10 yaitu mengamanatkan bahwa bantuan sosial adalah merupakan jenis 
belanja pusat, serta pasal 1 butir 10, tentang bantuan sosial jenis belanja 
pemerintah pusat, dan pasal 1 butir 17 yaitu bantuan sosial diberikan kepada 
masyarakat untuk melindungi resiko sosial. 
h. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2011 tentang kesehatan, bahwa 
masyarakat dituntut berperan serta baik secara perseorangan maupun 
terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan 
dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan  
masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan adalah 
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tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
7
 
Seorang muslim harus secara sadar siap menerima dan tunduk dengan 
seperangkat aturan yang mengikat yang telah di syari’atkan oleh Allah SWT, 
Juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara 
dimana dia tinggal, maka sudah seharusnya bila berupaya mengetahui 
bagaimana pandangan kedua hukum tersebut, baik hukum positif maupun 
hukum Islam, mengenai beragam persoalan yang ditemukan dalam kehidupan. 
Syariat Islam adalah aturan yang bersifat rohani dan jasmani,  agamawi 
dan duniawi, syariat berproses pada kekuatan iman dan budi pekerti disamping 
pada kekuasaan bernegara, Syariat memiliki implikasi balasan di dunia dan 
akhirat. tidak hanya sebatas tampilan luar belaka yang biasa dijadikan dasr dari 
ketetapan hukum pada umumnya. Allah mengharamkan memakan harta dan 
mengambil hak orang lain dengan cara yang salah.
8
 
Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman 
manusia atas nash Al-qur’an maupun Al-sunnah untuk mengatur kehidupan 
manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap ruang waktu 
manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari 
hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang subtansi-subtansi 
ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku 
bagi semua orang Islam dimanapun, kapanpun, dan kebangsaan apapun.
9
 
                                                           
7 Muhammad Yusuf AL-qadhrawi, Madkhal li Di Rasaah Al-Syariah Al-Syamsiyah, 
(Kaira: Mesir, Maktabah, Wakbah), h. 95 
8 Susatyo Herlambang, Rumah Sakit Dan Jasa Kesehatan Cara Sukses Melayani 
Pelanggan di Dunia Kesehatan, (Jakarta: Gosyen Publishing, 2018), h. 33-34 
9 Said Agil Husain Al-Munawir, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (jakarta: Panamdani, 
2005), h. 6-7 
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Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan 
tantangan berikut tuntutan tantangan berbagai persoalan yang belum 
terpecahkan. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948. 
10
Sistem Jaminan 
Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan 
memberi kepastian perlindungandan kesejahtraan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan dasar hidup yang layak apabia terjadi hal-hal  yang dapat 
mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, 
mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau 
pensiun. 
D. Fokus Penelitian 
Penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2011 tentang Program Jaminan Kesehatan Pada Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Cabang Kabupaten Pesisir Barat menurut Hukum Islam. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu dibuat rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelakanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
program jaminan kesehatan pada BPJS di Kabupaten Pesisir Barat? 
2. Bagaimana hukum Islam mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 
                                                           
10 Marga Asih, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republic Indonesia Tentang 
Jaminan Kesehatan (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), h. 26-27.s 
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Tahun 2011 tentang program jaminan kesehatan pada BPJS di Kabupaten 
Pesisir Barat ?  
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui lebih jelas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
tentang program jaminan kesehatan pada BPJS Pesisir Barat  
2. Untuk mengetahui lebih jelas hukum Islam dalam pelaksanaan Undang-
Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang program jaminan kesehatan pada 
BPJS Pesisir Barat 
G. Signifikasi Penelitian  
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah: 
1. Dapat memberikan gambaran, informasi dan saran yang berguna 
bagi perusahaan yang bersangkutan yaitu BPJS khususnya di 
Kabupaten Pesisir Barat agar dapat berfokus pada perbaikan program 
yang mendukung kebutuhan kesehatan masyarakat.  
2. Dapat memberikan kontribusi kepada para pembaca mengenai 
pelaksanaan program Jaminan kesehatan pada BPJS, khususnya yang 
berkaitan dengan membentuk sistem pelaksanaan program nya 
yang dapat mendukung kebutuhan bersama dalam salah satu program 
yang di sahkan oleh pemerintah. 
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H. Metode Penelitian 
 Dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 
beberapa macam metode agar memudahkan penulis dalam mengumpulkan, 
membahas, mengolah, dan menganalisis data yang telah terkumpul, yaitu: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 
penelitian lapangan dilakukan untuk mengetahu kehidupan yang 
sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristis 
masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari 
subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.
11
  Penelitian 
ini dilakukan di BPJS cabang Pesisir Barat. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian yang digunakan yaitu bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu 
mengun gkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan kejadian 
yang terjadi saat penelitian berlangsung dalam pelaksanaan perencanaan 
pembangunan di daerah Kabupaten Pesisir Barat.
12
 
  
                                                           
11 Etta Mamang Sangaji, Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian, 
(Yogyakarta: CV Andi Offset, 201), h.21   
12 Nazir M, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1948), h.43  
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2. Populasi dan Sampel 
a. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari 
seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.
13
 
b. Sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling, penenetuan sampel 
dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan 
sampel. Adapun yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini : 
1) Pasien yang menggunakan BPJS 
2) Petugas BPJS 
3) Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. 
3. Data dan Sumber Data 
Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini ada dua sumber 
data yaitu data primer dan sekunder. 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama. Adapun sumber yang diperoleh dari data-data yang didapat 
langsung dari lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam 
kehidupan yang sebenarnya, yang diperoleh dari lapangan dengan cara 
wawancara. Penelitian ini dapat diperoleh dari pihak-pihak yang 
berhubungan dengan penelitian yaitu pihak BPJS. 
  
                                                           
13 Juliansyah, Metode Penelitian (Jakarta: Kencana, 2010), h. 147 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 
kepada mengumpul data, misalnya: lewat orang lain, ataupun lewat 
dokumen. Yaitu sumber data yang diperoleh melalui dengan cara 
membaca buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait 
dengan penelitian yang akan dilakukan.
14
 Untuk memperkuat penelitian 
dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan dari pihak BPJS. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Penulis melakukan penelitian pada tanggal 17 september 2019 – 16 
Oktober 2019 yang dilakukan di kantor BPJS cabang Kabupaten Pesisir 
Barat. Dalam mengumpulkan data untuk memenuhi penulisan skripsi 
penulis menggunakan beberapa metode yaitu: 
a. Metode Observasi 
Metode observasi yaitu usaha mengumpulkan bahan yang 
dilakukan dengan mencatat data-data  serta mencermati secara sistematis 
gejala-gejala yang diselidiki yang bersumber dari BPJS cabang 
Kabupaten  Pesisir Barat.
15
 
b. Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk 
menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan data yang akurat 
                                                           
14 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R & D, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 
137  
15 Soeratno, Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta: UUP UMP YKPN, 1995) h.99  
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dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau 
tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya. Dokumentasi juga 
merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan 
data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar 
data berbentuk surat, catatan harian, arsip, jurnal kegiatan, serta rekaman 
kaset.
16
 
c. Wawancara (interview) 
Wawancara (interview) yaitu proses memperoleh keterangan untuk 
mendapatkan penelitian dengan cara tanya jawab antara penanya dengan 
responden yang diwawancarai.
17
 
5. Metode Pengolahan Data 
Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara 
yaitu sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan 
permasalahan yang diteliti sudah lengkap dan benar setelah semua data 
terkumpul. 
b. Sistematika data (sistemazing) yaitu menempatkan data menurut 
kerangka sistematis bahasan berdasarkan urutan masalah. Berdasarkan 
pokok bahasan dan sub bahasan.
18
 
 
                                                           
16 Ibid., h. 33 
17 Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian Lapangan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 
102  
18 Amirullah, Zainal Abidin, Penghantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Valai Pustaka, 
2006), h. 107 
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6. Metode Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
Kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta 
yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang sifatnya kongkrit. 
Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan di 
Kabupaten Pesisir Barat yaitu berasal dari pendapat perorangan kemudian 
dijadikan pendapat yang mengetahuinya bersifat umum. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
 
A. Pengertian Jaminan kesehatan dalam Islam 
1. Pengertian Kesehatan 
Sehat adalah baik seluruh badan serta bagian-bagiannya. Kesehatan 
adalah keadaan (hal) sehat
19.Kesehatan  berasal dari kata “sehat” yang 
ditransfer dari bahasa Arab, sahhah, artinya sehat, tidak sakit, selamat. 
Pengertian yang baku dapat kita temukan pada rumusan WHO (World 
Health Organization) sebagai berikut “Health is a state of phisical, mental, 
and social well being not merely the disease or infirmity” (sehat adalah 
keadaan fisik, mental, dan sosial yang baik tidak saja karena tidak ada 
penyakit atau cacat).
20
 
Kesehatan adalah keadaan yang sejahtera dari badan,  jiwa, dan 
sosial sehingga memberikan kemungkinan orang untuk hidup secara 
produktif dan ekonomis.
21
 MUI (Majelis Ulama Indonsia) mengemukakan 
bahwa kesehatan adalah ketahanan  jasmani, rohani, dan sosial yang dimiliki 
karena karunia dari Allah dan wajib untuk disyukuri, dengan mengamalkan 
tuntutan-Nya dan memelihara serta mengembangkannya.
22
 
Berdasarkan KBBI (versi online) perspektif adalah sudut pandang 
atau pandagan, sehingga jika kata perspektif digabungkan dengan kata Islam 
maka secara sederhana dapat di artikan perspektif Islam adalah sudut 
                                                           
19 www.kbbi.web.id/sehat, di akses pada 21-1-2015 
20 Kaelany, Islam dan aspek-aspek kemasyarakatan (Jakarta, Bumi Aksara, 1992), h. 135. 
21 www.indonesian-publichealth.com/ diakses pada 21-1-2015 
22 www.kamusq.com/ diakses pada 26-8-2019 
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pandang atau pandangan Islam.  Dari beberapa definisi tersebut maka yang 
dimaksud sehat disini dapat dikembangkan menjadi  sehat yang meliputi: 
a. Sehat dalam bidang Imu, artinya manusia tersebut mempunyai ilmu dan 
terhindar dari kebodohan. 
b. Sehat dalam bidang ekonomi, artinya manusia tersebut mempunyai 
ekonomi yang cukup untuk hidup sehingga terhidar dari kemiskinan. 
c. Sehat atau bebas dari penyakit-penyakit, baik penyakit jasmaniah, 
rohaniah dan psikologis 
Setidaknya ada tiga unsur yang dikatakan sehat menurut Islam, yaitu 
kesehatan jasmani, kesehatan rohani dan kesehatan sosial. Kesehatan 
jasmani berhubungan dengan keseimbangan manusia dengan alam. 
Kesehatan rohani merupakan terjadinya keseimbangan dan hubungan yang 
baik secara spiritual antara khalik atau pencipta yang diwujudkan dari 
aktivitas makhluk dalam memenuhi semua perintah sang khalik. 
Kemudian kesehatan sosial merupakan psikologis. Dimana ada 
keharmonisan antara sebuah individu dengan individu lain maupun dengan 
sistem yang berlaku pada sebuah tatanan masyarakat. Bila ketiga unsur ini 
terpenuhi maka akan tercipta sebuah fisik, mental, maupun spiritual yang 
produktif dan sempurna untuk menjalankan aktivitas kemakhlukan. Dengan 
demikian kesehatan yang dimaksud Islam adalah kesehatan fisik-biologis 
sekaligus kesehatan mental-psikologis. 
Manusia terdiri dari raga dan jiwa dan oleh sebab itu manusia harus 
memelihara keduanya. Meyakinkan bahwa raganya sehat dan kuat sehingga 
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manusia secara aktif dapat berperan dalam tugas-tugas spiritual untuk 
menyehatkan jiwanya. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan: 
“orang yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada orang yang lemah”.23 
Hadist ini menekankan bahwa kaum muslimin harus memlihara 
kesehatan mereka dengan baik dan selalu berusaha untuk tetap sehat. Sudah 
menjadi menjadi pengetahuan umum bahwa untuk menjamin kesehatan, 
seseoarng harus memiliki menu yang seimbang, terdiri dari makanan dan 
minuman yang bergizi menghindari segala sesuatu yang dapat merusak 
kesehatan tubuh. Untuk mencapai hal ini, seseorang juga harus menjaga 
kebersihan diri mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan 
kesehatan mental. 
Memelihara kesehatan secara konkritnya dilakukan dengan 
menghidari makanan dan minuman yang telah dilarang oleh Islam “Hai 
manusia makanlah makanan yang halal lagi baik diatas Bumi (QS 2:168), 
dan menyebutkan dengan jelas jenis-jenis makanan yang harus dihindari 
“Dia telah melarang engkau memakan bangkai binatang, dan darah, dan 
daging babi, dan apa-apa yang disembelih dengan ucapan selain Allah” (QS 
16:155). 
Bangkai dilarang karena bangkai hewan mati yang tanpa disembelih. 
Suatu penyakit saja sebenarnya sudah cukup mampu mengantarkan seeokor 
hewan kealam maut. Dan sesudah itu tertinggalah bibit-bibit penyakit. 
Hewan apabila telah mat, maka terjadilah padanya perubahan-perubahan. 
                                                           
23Abul Fadl Mohsin Ebrahim, Aborsi Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan (Bandung: 
Mizan, 1997), h. 29. 
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Pertama aliran darahnya terhenti, dan seterusnya mengering, kemudian otot-
ototnya kaku karena terbentuknya asam-asam tertentu. Sesudah itu tidak 
kering lagi bahkan bangkai itu lunak kemudian terjadi pembusukan, yang 
mengakibatkan adanya bermacam-macam bibit penyakit, baik yang terdapat 
dalam usus hewan tersebut maupun yang hinggap pada tubuhnya lewat 
pencemaran udara. 
Darah yang dilarang adalah darah yang tertumpah, jadi bukan yang 
bercampur dengan daging. Darah juga merupakan tempat yang paling subur 
bagi pertumbuhan bibit penyakit. Maka kalau darahnya diminum atau 
dimakan seseorang, artinya meminum sumber bibit-bibit penyakit. 
Sementara itu telah terbukti darah itu sulit dicerna, sekalipun ia 
mengandung zat-zat yang bisa dicerna. Lain lagi kalau darah itu lewat pada 
saluran pencernaan, maka ia pun terurai lalu membusuk dan menimbulkan 
bahaya atas tubuh, bahkan bisa membawa maut
24
.  Larangan memakan 
daging babi juga ditetapkan oleh orang-orang Yahudi. Dalam Leviticus 7-8, 
daging babi dijelaskan sebagai daging yang tidak bersih dan diperintahkan 
agar tidak memakannya. 
Sejauh yang menyangkut minuman keras, orang Islam dilarang 
untuk meminumnya, sekalipun dalam jumlah sedikit. Tidak diragukan lagi 
bahwa Al-Quran memberi kesaksian pada kenyataan bahwa mungkin saja 
terdapat beberapa manfaat bagi manusia di dalamnya tetapi peringatan ini 
mengatakan “Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi. 
                                                           
24Kaelany, Islam dan aspek-aspek kemasyarakatan (Jakarta: Bumi Aksara, 1992),  h. 142.  
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Katakanlah: Pada duanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, 
tetapi dosanya lebih besar daripada manfaanya” (QS 2:219) 
Kejelekan pengaruh alkohol atau minuman keras tidak dapat 
diremehkan. Kini akibat dari minuman keras ini mengancam stabilitas 
masyarakat bahkan negara-negara industri maju. Termasuk juga pengadaan 
alkohol tak bermerek di negara-negara tersebut. Al-Quran menceritakan 
tentang kejahatan moral, sosial dan spiritual (QS 5:93-94). 
Selain kejahatan sosial yang ditimbulkan alkohol, kini ada fakta 
yang menunjukkan bahwa alkohol mempuyai pengaruh serius bagi 
kesehatan. Sebagai contoh, hati dan ginjal manusia dapat terpengaruh akibat 
konsumsi alkohol secara rutin dan dapat menyebabkan gagalnya fungsi 
sistem ekskresi (pengeluaran). Sejarah mengatakan bahwa ketika perintah 
larangan minum alkohol diturunkan kepada Nabi, kota Madinah 
menyaksikan penduduk menumpahkan segala persediaan anggur mereka 
kedalam parit-parit jalan. Tidak ada keragu-raguan dalam diri seorang 
muslim, tidak ada yang berfikir dua kali
25
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2. Peran Negara dalam Jaminan Kesehatan Warganya 
Dalam rangka meningkatkan pembangunan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia, secara bertahap pemerintah bertekad untuk 
meningkatkan kehidupan dan jaminan sosial kepada seluruh Masyarakat 
Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 
                                                           
25Abul Fadl Mohsin Ebrahim, Aborsi Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan (Bandung: 
Mizan, 1997), h. 31. 
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Indonesia Tahun 1945. Pada Tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang 
menjadi tonggak sejarah dimulainya reformasi menyeluruh Sistem Jaminan 
Sosial di Indonesia. 
Jaminan Kesehatan Nasional adalah bentuk perlindungan sosial 
untuk menjamin masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang 
layak. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  di Indonesia menggunakan 
mekanisme asuransi kesehatan yang bersifat wajib. Seluruh penduduk, 
termasuk warga negara asing harus membayar iuran dengan nominal 
tertentu atau sebagaimana kelas yang telah dipilih oleh pesertanya. Kecuali 
bagi masyarakat yang miskin atau tidak mampu, iurannya dibayar oleh 
pemerintah atau disebut sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). 
Kebijakan  Jaminan  Kesehatan Nasional mulai di implementasikan 
per tanggal 1 Januari 2014 melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan.  Dengan tujuan seperti yang sudah dalam undang-
undang SJSN pasal 2 menyatakan bahwa kebijakan ini dipilih untuk 
meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia 
Sehat (JKN-KIS) semakin meningkat. Pada tanggal 23 Desember 2016 
pesertanya sudah mencapai 171,86 juta jiwa, sementara target cakupan 
kepesertaan ditahun 2016 sebesar 188,2 juta jiwa. Oleh karena itu, perlu 
diambil langkah terobosan cakupan kepesertaan untuk menuju UHC 
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(Universal Health Coverage) pada tahun 2019 sehingga bisa mencapai 245 
juta jiwa atau 95% dari seluruh penduduk Indonesia. 
Dalam menuju UHC (Universal Health Coverage) berbagai upaya 
dan strategi terus dilakukan, salah satunya adalah dengan mengajak 
pemerintah daerah untuk memperluas cakupan kepesertaan JKN dan KIS 
diwilayah daerah tersebut. Pemerntah daerah mempunyai peranan dan 
dukungan yang sangat penting, peranan pemerintah daerah dalam menuju 
UHC yaitu memperluas cakupan kepesertaan, penigkatan kepatuhan dan 
meningkatkan kualitas pelayanan yaitu dengan mengintegrasikan program 
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS. 
Pada akhir tahun 2017 tercatat 3 provinsi (Aceh, Jakarta, dan 
Gorontalo), 67 Kabupaten dan 24 Kota telah mencapai 95% kepesertaannya. 
Kemudian, ada Provinsi Jambi, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, 59 
Kabupaten dan 15 Kota berkomitmen mencapai Univesal Health 
Coverage (UHC) di tahun 2018. 
Presiden Joko Widodo telah mengintruksikan kepada Pimpinan 
Negara terdiri dari Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Koordinator Pembangunan Bidang Manusia dan Kebudayaan atau PMK, 
Menteri Sosial Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan 
Informatika, Direksi BPJS Kesehatan, Jaksa Agung,  Gubernur, Bupati, dan 
Walikota. untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka 
menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas JKN-KIS. 
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Presiden juga menekankan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota 
untuk mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan JKN. Mendaftarkan 
seluruh warganya menjadi peserta JKN, menyediakan sarana dan prasarana 
sesuai standar, dan menyediakan SDM Kesehatan yang berkualitas. Selain 
itu, Presiden mengintruksikan terkait pemberian sanksi administrasi berupa 
tidak mendapatkan pelayanan apabila peserta tidak patuh dalam pendaftaran 
keanggotaan hingga pembayaran iuran. Berbagai daerah seperti Provinsi 
Jawa barat, Kota Gorontalo, Tanah Datar, dan Aceh  merupakan daerah 
telah mengintegraskan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 
kedalam program JKN-KIS. 
Terintegrasinya jamkesda dengan JKN-KIS maka semakin 
membuktikan bahwa suatu negara atau pemerintah daerah hadir untuk 
masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang 
Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 "negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia" yang kemudian diimplementasikan dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 
 
B. Fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  (BPJS Kesehatan) 
adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan 
berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 
Asuransi kesehatan merupakan salah satu bentuk kompenasi material 
(material compensation), yaitu tidak hanya bentuk uang, seperti  gaji,  bonus,  
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dan  komisi  melainkan segala bentuk  penguat fisik (physical reinforced) 
misalnya fasilitas parkir, telepon, ruang kantor yang nyaman, serta berbagai 
macam bentuk tunjangan misalnya pensiun, asuransi kesehatan.
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Pelayanan di bidang kesehatan merupakan unsur utama penyelenggaraan 
Jamsostek karena menyangkut dua dari empat bidang  pelayanan  Jamsostek.  
Oleh  karena  itu,  institusi penyelenggara pelayanan kesehatan merupakan 
ujung tombak utama penentu  kualitas  penyelenggaraan  Jamsostek.  Secara  
umum pelayanan kesehatan yang diberikan seperti Puskesmas masih buruk. 
Hal ini diketahui dari rendahnya tingkat kepuasan pengguna pelayanan 
kesehatan. Kondisi seperti ini tidak hanya terdapat pada pelayanan  medis,  
tetapi  juga  melayanan nonmedis, seperti sikap petugas, kecepatan pelayanan, 
maupun sarana dan prasarana. 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (UU BPJS), secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang 
dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum publik.  BPJS yang dibentuk  
dengan   UU  BPJS  adalah   BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 
Kedua BPJS tersebut pada dasarnya  mengemban  misi  negara  untuk  
memenuhi  hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan 
menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan memberi kepastian 
perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Penyelenggaraan jamianan sosial yang ada kuat dan berkelanjutan merupakan 
salah satu pilar Negara kesejahteraan, disamping pilar lainnya, yaitu 
                                                           
26Sri Budi Cantika, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia (Malang: Universitas  
Muhammadiyah Malang, 2005) h. 125. 
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pendidikan bagi semua, lapangan pekerjaan yang terbuka luas dan 
pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkeadilan. Mengingat pentingnya 
peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan 
cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS memberikan batasan 
fungsi, tugas  dan  wewenang yang jelas  kepada BPJS. Dengan  demikian 
dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus 
dapat dijadikan  sarana  untuk  mengukur  kinerja  kedua BPJS tersebut secara 
transparan. 
Mulai 1 Januari 2014 terjadi pengalihan program sebagai berikut: 
1) Kementerian  Kesehatan  tidak  lagi  menyelenggarakan  program jaminan 
kesehatan masyarakat (Jamkesmas); 
2) Kementerian   Pertahanan,   Tentara   Nasional   Indonesia,   dan Kepolisian 
Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan 
kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu    
berkaitan  dengan  kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan 
Peraturan Presiden PT  Jamsostek  (Persero)  tidak  lagi  menyelenggarakan  
program jaminan pemeliharaan kesehatan. 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
jaminan adalah salah satu bentuk kompenasi material (material compensation), 
tidak hanya bentuk uang, seperti gaji, bonus, dan komisi melainkan segala 
bentuk penguat fisik (physical reinforced) misalnya berbagai macam  bentuk  
tunjangan misalnya pensiun, asuransi kesehatan. 
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Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia 
merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem 
Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi 
Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory)   berdasarkan Undang-
Undang   Nomor 40   Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem 
asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan 
masyarakat yang layak 
 
C. Peserta BPJS Kesehatan 
1. Jenis-Jenis BPJS 
Peserta BPJS Kesehatan dapat diartikan juga sebagai konsumen Jasa 
layanan kesehatan. Oleh sebab itu berbicara mengenai peserta BPJS 
Kesehatan tidak akan lepas dengan pengertian konsumen, yakni konsumen 
jasa layanan kesehatan. Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondinus 
menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan 
konsumen   sebagai,   pemakai   produksi   terakhir   dari   benda   dan   
jasa,(uiteindelijk  gebruiker  van  goederen  en  deinsten).
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Berbicara mengenai konsumen dalam kaitannya dengan pembicaraan   
mengenai hak atau pemeliharaan pertawata/pelayanan medis, pasien 
merupakan konsumen atas jasa. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 
                                                           
27Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum 
Acara Serta Kendala Implementasinya (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008),  h. 61. 
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menyebutkan bahwa peserta adalah setiap  orang,  termasuk  orang  asing  
yang  bekerja  6  (enam)  bulan  di Indonesia, yang telah membayar iuran. 
Peserta BPJS Kesehatan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 
Jaminan Kesehatan dibagi kedalam 2 kelompok peserta, yakni Peserta 
penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta bukan penerima bantuan iuran 
(non PBI). Kritria-kriteria orang yang termasuk kedalam kedua kelompok 
peserta BPJS Kesehatan tersebut diatur pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan 
Pasal 9 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 
Tahun 2014 Tentang Penyelenggaran Jaminan Kesehatan, yaitu: 
a. Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI): fakir miskin dan orang 
tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
b. Bukan  penerima  bantuan  iuran  jaminan  kesehatan  (non  PBI), terdiri 
dari: 
1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya: 
a) Pegawai Negeri Sipil; 
b) Anggota TNI;  
c) Anggota Polri;  
d) Pejabat Negara; 
e) Pegawai pemerintah non pegawai Negeri; 
f) Pegawai swasta; dan 
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g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan f yang 
menerima upah. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling 
singkat 6 (enam) bulan. 
2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya: 
a) Pekerja diluar hungan kerja atau Pekerja mandiri; dan 
b) Pekerja yang tidak  termasuk  huruf  a  yang  bukan penerima 
upah. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 
(enam) bulan. 
c) Bukan pekerja dan anggota keluarganya: 
(1) Investor 
(2) Pemberi Kerja 
(3) Penerima Pensiun, terdiri dari: Pegawai  Negeri  Sipil  yang  
berhenti dengan hak pensiun; Anggota TNI  dan  Anggota  
Polri  yang  berhenti dengan hak pensiun dan Pejabat Negara 
yang berhenti dengan hak pension. Janda, duda, atau anak 
yatim piatu dari penerima pension yang mendapatkan hak 
pensiun 3. 
(4) Penerima pensiun lain; danJanda, duda, atau anak yatim 
piatu dari penerima pensiun lain yang mendapatkan hak 
pensiun. Veteran; Perintis Kemmerdekaan; Janda,  duda,  atau  
anak  yatim  piatu  dari  Veteran atau Perintis Kemerdekaan; 
dan Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai 
dengan e yang mampu membayar iuran. 
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Pasal 10 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan 
Kesehatan, menyebutkan bahwa anggota keluarga yang di tanggung 
sebagai mana dimaksud dalam kelompok peserta bukan penerima bantuan 
iuran jaminan kesehatan (non PBI),  diantaranya: 
a. Pekerja Penerima Upah: 
1) Keluarga  inti  meliputi  istri/suami  dan  anak  yang  sah  (anak 
kandung, anak tiri dan/atau anak angkat), sebanyak-banyaknya 5 
(lima) orang. 
2) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak 
angkat yang sah, dengan kriteria: 
a) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai 
penghasilansendiri, 
b) Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 
(dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan 
formal. 
b. Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  dan  Bukan  Pekerja :  Peserta 
dapatmengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkan (tidak 
terbatas). 
c. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang 
meliputi anakke-4 dan sterusnya, ayah, ibu dan mertua. 
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d. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang 
meliputikerabat lain seperti Saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, 
dan lain-lain. 
Pembagian kelompok peserta BPJS Kesehatan menjadi 2 kelomok 
tersebut, yakni; (1) Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan (2) Peserta 
Bukan Penerima Bantuan Iuran (non PBI) disesuaikan dengan golongan 
masyarakat setiap individu tersebut. Untuk golongan masyarakat menengah 
keatas masuk kedalam kelompok peserta BPJS Kesehatan bukan penerima 
bantuan iuran (non PBI) yang iyuran ditanggung sedir, sedangkan untuk 
masyarakat golongan bawah (fakir miski, dan orang yang tidak mampu) 
masuk kedalam kelomok peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran 
(PBI) yang iurannya dibayar oleh pemerintah Indonesia. 
Kepersetaan BPJS Kesehatan bersifat wajib bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 14 UU BPJS yang mengatakan 
“setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6(enam) 
bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”. 
Kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk menjadi peserta BPJS 
Kesehatan diterapkan guna mendukung kesuksesan program jaminan sosial 
yang dicanangkan oleh   Pemerintah Indonesia. Sebab, penyelenggaran 
jaminan sosial termasuk penyedia fasilitas kesehatan merupakan 
tanggung jawab negara yang dijamin pasal 34 UUD 1945. 
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2. BPJS Ketenaga Kerjaan 
BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan) adalah suatu badan hukum publik yang bertanggungjawab 
kepada presiden dan berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan 
sosial bagi tenaga kerja. Dapat dikatakan pula bahwa BPJS Ketenagakerjaan 
merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga 
kerja untuk mengatasi risiko sosial dan ekonomi tertentu dan 
penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. 
Sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan adalah, sebelum 
bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dulu bernama PT. 
Jamsostek (Persero) dan terus mengalami proses yang sangat panjang, 
mulai dari UU No. 33/1947 jo, UU No. 2/1951 tentang Kecelakaan Kerja, 
Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48/1952 jo, PMP No. 8/1956 
tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, 
PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No. 
5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial Buruh (YDJS), 
diberlakukannya UU No. 14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. 
Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin 
transparan. 
Seiring dengan kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut 
landasan hukum, baik dalam bentuk perlindungan maupun 
penyelenggaraan, tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting 
dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  33  Tahun  1977  
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tentang  Pelaksanaan  Program  Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), 
yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta  dan  BUMN  
untuk  mengikuti  program  ASTEK.  Terbit  pula  PP  No. 34/1977 
tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. 
Tonggak  penting  berikutnya  adalah  lahirnya  UU  No.  3  Tahun  
1992 tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  (JAMSOSTEK),  dan  
melalui  PP  No. 36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek 
memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi 
tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian 
berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti 
sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial. 
Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan 
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 
Undang-undang tersebut berhubungan dengan amandamen UUD 1945 
tentang perubahan pasal 34 ayat 2 yakni sekarang berbunyi : “Negara 
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi  seluruh  rakyat  dan  
memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak mampu sesuai dengan 
martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan 
rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam   
meningkatkan   motivasi   maupun   produktivitas   kerja.   Saat   itu,   PT. 
Jamsostek   (Persero)   memberikan   perlindungan   4   (empat)   program,  
yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 
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Kematian (JKM). Jaminan hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. 
Selanjutnya, tahun 2011 ditetapkanlah UU Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Sesuai dengan 
amanat undang- undang tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek berubah 
menjadi Badan Hukum Publik. PT. Jamsostek tetap dipercaya untuk 
menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari 
Tua (JHT) dengan penambahan Jaminan Pensiun (JP) mulai bulan Juli 
2015. Sehingga pada tahun 2014 Pemerintah menyelenggarakan program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi 
masyarakat sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama 
Askes  yang dikelola PT. Askes  Indonesia (Persero)  menjadi BPJS 
Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero) 
menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan kini telah beroperasi 
melalui kantor-kantor di seluruh Indonesia, yang terdiri dari Kantor Pusat, 
Kantor Wilayah,  dan  Kantor  Cabang.  
 
3. Sejarah Transformasi Askes menjadi BPJS 
BPJS Ketenagakerjaan adalah, sebelum bertransformasi menjadi 
BPJS Ketenagakerjaan, dulu bernama PT. Jamsostek (Persero) dan terus 
mengalami proses yang sangat panjang, mulai dari UU No. 33/1947 jo, 
UU No. 2/1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan 
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(PMP) No. 48/1952 jo, PMP No. 8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk 
usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang 
pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No. 5/1964 tentang 
pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial Buruh (YDJS), 
diberlakukannya UU No. 14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. 
Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin 
trasnparan. 
Seiring dengan kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut 
landasan hukum, baik dalam bentuk perlindungan maupun 
penyelenggaraan, tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting 
dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  33  Tahun  1977  
tentang  Pelaksanaan  Program  Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), 
yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta  dan  BUMN  
untuk mengikuti program ASTEK. Terbit  pula  PP  No. 34/1977 tentang 
pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak  
penting  berikutnya  adalah  lahirnya  UU  No.  3  Tahun  1992 tentang  
Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  (JAMSOSTEK),  dan  melalui  PP  No. 
36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan 
perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja 
dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus 
penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau 
seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial. 
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Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan 
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 
Undang-undang tersebut berhubungan dengan amandamen UUD 1945 
tentang perubahan pasal 34 ayat 2 yakni sekarang berbunyi : “Negara 
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi  seluruh  rakyat  dan  
memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak mampu sesuai dengan 
martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan 
rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam   
meningkatkan   motivasi   maupun   produktivitas   kerja.   Saat   itu,   PT. 
Jamsostek   (Persero)   memberikan   perlindungan   4   (empat)   program,   
yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 
Kematian (JKM), Jaminan hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. 
Selanjutnya, tahun 2011 ditetapkanlah UU Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Sesuai dengan 
amanat undang-undang tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek berubah 
menjadi Badan Hukum Publik. PT. Jamsostek tetap dipercaya untuk 
menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari 
Tua (JHT) dengan penambahan Jaminan Pensiun (JP) mulai bulan Juli 
2015. Sehingga pada tahun 2014 Pemerintah menyelenggarakan program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi 
masyarakat sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama 
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Askes  yang dikelola PT. Askes  Indonesia (Persero)  menjadi BPJS 
Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero) 
menjadi BPJS Ketenagakerjaan 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 
beroprasi menyelenggarakan jaminan kesehatan pada tanggal 1 januari 2014 
dan merpakan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero). Pemerintah 
mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan 
kesehatan bagi Pegawai Negeri dan penerima Pensiun (PNS dan ABRI) 
Beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 
Tahun 1968 .
28
 
 
D. Tinjauan Pustaka 
Kajian tentang BPJS sudah pernah dilaksanakan oleh beberapa penulis 
antara lain dengan judul :  
1. Analisis Persefsi Konsumen Terhadap BPJS Kesehatan Dalam Perspektif 
Islam (Studi Kasus Pada Konsumen BPJS Kesehatan Tanjung Karang Pusat 
Bandar Lampung). Yang di tulis oleh Fitri Komariah. Membahas tentang 
persefsi konsumen terhadap B PJS Kesehatan dalam Hukum Islam. 
2. Kepuasan Terhadap Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan ( Studi Kasus di 
Rumah Sakit Abdul Moeloek Provinsi Lampung). Yang di tulis oleh  Defa 
Septia. Membahas tentang kepuasan terhadap kualitas pelayanan BPJS 
kesehatn. tetapi tidak membahas tentang Pelaksanaan UU No 24 Tahun 
                                                           
 28Buku Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Govemnmence) BPJS Kesehatan, h. 6. 
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